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Capaian Keterangan File Bukti Diperbarui Status Keterangan Diperbarui

1.a.1 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun 

yang berpartisipasi dalam PAUD

Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau 

sedang belajar di satuan PAUD = 14.362. Jumlah 

anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang 

bersangkutan = 13.439

106,86807 Jumlah siwa lebih banyak 

dari jumlah penduduk kab 

karena siswa dari luar kota

Ada 2022-03-25 

15:34:31

OK Valid 2022-03-31 

18:15:15

1.a.2 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun 

yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau 

sedang belajar di sekolah dasar = 71.56. Jumlah 

anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang 

bersangkutan = 68.311

104,75619 Jml siwa lebih banyak dari 

jml penduduk kab. karena 

tambahan siswa dari luar 

kota

Ada 2022-03-25 

15:40:58

OK Valid 2022-03-31 

18:15:37

1.a.3 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 

tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 

menengah pertama

Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau 

sedang belajar di sekolah menengah pertama = 

28.614. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota 

yang bersangkutan = 24.4

117,27049 Jml siswa lebih banyak dari 

jml penduduk karena 

tambahan siswa yang berasal 

dari luar kota

Ada 2022-03-25 

15:47:04

OK Valid 2022-03-31 

18:15:56

1.a.4 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun 

yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan 

menengah yang&nbsp; berpartisipasi dalam 

pendidikan kesetaraan

Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum 

menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang 

sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan 

kesetaraan = 4.383. Jumlah anak usia 7-18 tahun 

yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan 

menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 19.07

22,983744 Ada 2022-03-25 

15:48:08

OK Valid 2022-03-31 

18:16:11

1.b.1 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah 

Penduduk

Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 460. 

Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 810.845

56,730941 Ada 2022-03-29 

12:51:45

OK Valid 2022-03-31 

18:16:33

1.b.2 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota 

yang terakreditasi

Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 3. Jumlah 

RS di kabupaten/kota = 3

100 Ada 2022-03-29 

12:54:33

OK Valid 2022-03-31 

21:04:46

1.b.3 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan 

kesehatan ibu hamil

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan = 19.949. Jumlah ibu hamil di 

kabupaten/kota = 12.76

156,34013 Ada 2022-03-29 

12:55:45

OK Valid 2022-03-31 

21:05:01

1.b.4 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan 

persalinan

Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan 

persalinan = 12.048. Jumlah ibu bersalin di 

kabupaten/kota = 12.096

99,603175 Ada 2022-03-29 

12:57:50

OK Valid 2022-03-31 

21:05:14

1.b.5 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapatkan 

pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan 

kesehatan sesuai standar = 11.984. Jumlah bayi baru 

lahir di kabupaten/kota = 12.069

99,295716 Ada 2022-03-29 

12:59:25

OK Valid 2022-03-31 

21:05:26

1.b.6 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai 

standar

Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan 

sesuai standar = 35.03. Jumlah balita di 

kabupaten/kota = 43.782

80,01005 Ada 2022-03-29 

13:01:05

OK Valid 2022-03-31 

21:05:37
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1.b.7 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan Persentase anak usia pendidikan dasar yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

standar

Jumlah anak usia pendidikan dasar yang 

mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 

50.406. Jumlah anak usia pendidikan dasar di 

kabupaten/kota = 105.476

47,789071 Ada 2022-03-29 

13:02:19

OK Valid 2022-03-31 

21:05:48

1.b.8 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai standar

Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai standar = 329.284. Jumlah 

orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 530.79

62,036587 Ada 2022-03-29 

13:03:35

OK valid 2022-03-30 

12:35:01

1.b.9 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Jumlah warga negara usia 60 tahun yang 

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 

63.212. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di 

kabupaten/kota = 98.637

64,085485 Ada 2022-03-29 

13:04:40

OK valid 2022-03-30 

12:35:15

1.b.10 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan Persentase penderita hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

standar

Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar = 76.861. 

Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 

221.118

34,760173 Ada 2022-03-29 

13:06:14

OK valid 2022-03-30 

12:35:47

1.b.11 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan Persentase penderita DM yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar = 9.444. Jumlah penderita 

DM di kabupaten/kota = 9.973

94,695678 Ada 2022-03-29 

13:07:10

OK valid 2022-03-30 

12:36:03

1.b.12 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar = 1.68. Jumlah 

penderita ODGJ di kabupaten/kota = 2.046

82,111437 Ada 2022-03-29 

13:08:36

OK valid 2022-03-30 

12:36:44

1.b.13 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan Persentase orang terduga TBC mendapatkan 

pelayanan TBC sesuai standar

Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar = 3.466. Jumlah penderita 

TBC di kabupaten/kota = 8.914

38,882657 Ada 2022-03-29 

13:09:39

OK valid 2022-03-30 

12:37:00

1.b.14 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Kesehatan Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV 

mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai 

standar &nbsp;&nbsp;&nbsp;

Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang 

mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai 

standar = 15.531. Jumlah orang dengan resiko 

terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 14.994

103,58143 Ada 2022-03-29 

13:10:38

OK valid 2022-03-30 

12:37:17

1.c.1 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir 

yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian 

banjir di WS Kewenangan Kab/Kota

Luas kawasan permukiman rawan banjir yang 

terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di 

WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 110.2. Luas 

kawasan permukiman rawan banjir di WS 

Kewenangan Kab/Kota (ha) = 132.55

83,138438 Ada 2022-03-29 

13:15:24

OK valid 2022-03-30 

12:37:29

1.c.2 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang 

pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang 

terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai 

di WS Kewenangan Kab/Kota&nbsp;&nbsp; 

&nbsp;

&nbsp;

Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan 

abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman 

pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 

19.14. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai 

rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota 

(m) = 19.14

100 Ada 2022-03-29 

13:16:33

OK valid 2022-03-30 

12:37:47

1.c.3 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

Rasio luas daerah irigasi kewenangan 

kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan 

irigasi&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang 

dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), 

ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan 

pelihara (ha) di tahun eksisting = 11.677. luas daerah 

irigasi kewenangan kabupaten/kota = 20.33

57,437441 Ada 2022-03-29 

13:51:49

OK valid 2022-03-30 

12:37:58



1.c.4 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

Persentase jumlah rumah tangga yang 

mendapatkan akses terhadap air minum melalui 

SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan 

perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di 

seluruh kabupaten/kota

Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga 

yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui 

SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan 

perpipaan terlindungi di dalam sebuah 

kabupaten/kota. = 193.598. Jumlah total proyeksi 

rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 

230.134

84,124032 Ada 2022-03-29 

13:44:42

OK Valid 2022-03-30 

12:38:16

1.c.5 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

Persentase jumlah rumah tangga yang 

memperoleh layanan pengolahan air limbah 

domestik&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan 

berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya 

telah diolah di PLT+  jumlah rumah yang memiliki 

sambungan rumah dan air limbahnya diolah di 

IPALD = 35.19. Jumlah rumah di Kabupaten A = 

193.767

18,160987 Ada 2022-03-29 

13:47:10

OK Valid 2022-03-30 

12:38:27

1.c.6 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

Rasio kepatuhan IMB kab/ kota Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai 

peruntukannya = 221. Jumlah IMB yang berlaku = 

221

100 Ada 2022-03-29 

13:55:53

OK Valid 2022-03-30 

12:38:37

1.c.7 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

Tingkat Kemantapan Jalan 

kabupaten/kota&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 

438.652. Jumlahtotal panjang jalan kabupaten/kota = 

552.421

79,405381 Ada 2022-03-29 

13:53:56

OK Valid 2022-03-30 

12:38:50

1.c.8.1 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang 

memiliki sertifikat kompetensi 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di 

wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat 

pelatihan operator dan teknis/analis = 128. 

Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analis 

di wilayah Kabupaten/Kota = 361

35,457064 Ada 2022-03-31 

15:46:45

OK Valid 2022-03-31 

15:51:23

1.c.8.2 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang

Rasio proyek yang menjadi kewenangan 

pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Jumlah proyek yang menjadi kewenangan 

pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 

0. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan 

pengawasannya = 99

0 Ada 2022-03-29 

13:57:55

OK Valid 2022-03-30 

12:40:03

1.d.1 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman

Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah 

layak huni bagi korban bencana 

kabupaten/kota&nbsp;&nbsp; &nbsp;

&nbsp;

Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani 

pada tahun n = 66. Jumlah total rencana unit rumah 

korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 

27

244,44444 Ada 2022-03-29 

14:01:28

OK Valid 2022-03-30 

12:40:16

1.d.2 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman

Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni 

bagi masyarakat terdampak relokasi program 

pemerintah kabupaten/kota

Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak 

Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + 

Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + 

Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak 

Huni = 0. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi 

program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria 

penerima pelayanan = 10

0 Ada 2022-03-29 

14:02:06

OK Valid 2022-03-30 

12:40:29

1.d.3 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman

&nbsp; Persentase kawasan permukiman kumuh 

dibawah 10 ha di kab/ kota yang 

ditangani&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha 

yang ditangani (ha) = 68.67. Luas kawasan 

permukiman kumuh dibawah 10 ha = 109.38

62,78113 Ada 2022-03-29 

14:03:06

OK Valid 2022-03-30 

12:40:42

1.d.4 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah 

Tidak Layak Huni)&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Jumlah unit rumah tidak layak huni = 54.28. Jumlah 

total unit rumah kabupaten/kota = 193.767

28,013026 Ada 2022-03-29 

14:04:16

OK Valid 2022-03-30 

12:40:57



1.d.5 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman

&nbsp;Jumlah perumahan yang sudah 

dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum)

Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi 

PSU = 10.823. Jumlah unit rumah kab/kota = 

16.106

67,19856 Ada 2022-03-29 

14:06:57

OK Valid 2022-03-30 

12:41:27

1.e.1 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat 

diselesaikan&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Jumlah pengaduan yangditangani = 11. Jumlah 

pengaduan pelanggaran yang masuk = 11

100 Ada 2022-03-29 

14:15:34

OK Valid 2022-03-30 

12:41:45

1.e.2 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang 

ditegakkan = 14. Jumlah keseluruhan Perda dan 

Perkada yang memuatsanksi = 14

100 Ada 2022-03-29 

14:16:16

OK Valid 2022-03-30 

12:42:02

1.e.3 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

informasi rawan bencana&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

informasi rawan bencana

59,868 Ada 2022-03-29 

14:28:38

OK Valid 2022-03-30 

12:42:21

1.e.4 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 

bencana&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana   

270 Ada 2022-03-29 

14:29:07

OK Valid 2022-03-30 

12:42:41

1.e.5 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

penyelamatan dan evakuasi korban 

kebakaran&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan 

penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 34. 

Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah 

disahkan = 34

100 Ada 2022-03-29 

14:33:00

OK Valid 2022-03-31 

21:06:11

1.e.6 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat

&nbsp;

Persentase pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban kebakaran&nbsp;&nbsp; 

&nbsp;

&nbsp;

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan 

evakuasi korban dan terdampak kebakaran di 

kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh 

Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah 

layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingk = 

34. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 

50

68 Ada 2022-03-29 

14:20:55

OK Valid 2022-03-30 

12:43:02

1.e.7 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat

Waktu tanggap (response time) penanganan 

kebakaran

Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, 

penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan 

kesiapan pemadaman kebakaran

68 Ada 2022-03-29 

14:19:51

OK Valid 2022-03-30 

12:43:18

1.f.1 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Sosial &nbsp;Persentase (%) penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan 

gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya di luar panti (Indikator SPM)

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan 

pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar 

panti = 250. Populasi penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan 

gelandangan pengemis = 396

63,131313 Ada 2022-03-30 

00:58:13

OK Valid 2022-03-30 

12:43:32

1.f.2 Urusan Pemerintahan Wajib 

Berkaitan Pelayanan Dasar

Sosial Persentase korban bencana alam dan sosial yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan 

setelah tanggap darurat bencana daerah 

kabupaten/kota&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun 

anggaran = 273.256. Populasi korban bencana alam 

dan sosial di daerah kabupaten/kota yang 

membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada 

saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah 

kabupaten/kota = 371.02

73,649938 Ada 2022-03-30 

00:59:16

OK Valid 2022-03-30 

12:43:46



4.a.6 Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Perencanaan dan Keuangan Opini Laporan Keuangan 6 WTP Ada 2022-03-30 

14:21:20

OK Valid 2022-03-30 

14:27:05


